
 

 

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN 

T.A. 2026  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

1. Latar Belakang  

Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Banten, yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan urusan daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai 

perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang 

pariwista. 

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/aset 

yang dimiliki OPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan. 

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai 

dari perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. 

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan 

serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah 

esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar 

dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang 

merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.  

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang –Undang 

Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah 

mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan 

Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang 

perencanaan jangka panjang (25 tahun),  jangka menengah (5 tahun) maupun jangka 

pendek (1 tahun). 

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang menjadi acuan bagi OPD di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam  penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) 2025 – 2029 setelah berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok  dan fungsi selama lima tahun kedepan.   

 

 

 

 



2. Dasar Hukum  

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679);  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 

2025  Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112);  

6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2025-2029; 

7. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025; 

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 Nomor DPA : 

DPA/A.1/3.26.0.00.0.00.01.0000/001/2026  tanggal 4 Januari 2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Maksud dan Tujuan  

1) Maksud  

Maksud dilaksanakannya penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 

pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah sebagai alat ukur atau indikator atas hasil 

capaian kinerja di masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten, sehingga 

dapat dicapai target kinerja yang akuntabel. 

2) Tujuan  

Adapun tujuan dilakukannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 

adalah sebagai aspek akuntabilitas kinerja pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang 

dapat menentukan target sasaran Pembangunan tahunan daerah, rencana program dan 

kegiatan prioritas daerah.  

 

 

4. Ruang Lingkup Kegiatan  

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026, antara 

lain adalah :  

a.  Mempersiapkan data dan bahan untuk penyusunan  Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) per kegiatan/sub kegiatan secara periodic. 

b.  Melakukan koordinasi dengan PPTK dan Pembantu PPTK. 

c. Membantu menginput pada aplikasi SIMAKIP. 

d. Melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Provinsi Banten. 

e. Mempersiapkan rekapitulasi akhir Laporan SAKIP Bulanan dan Triwulanan.  

 

    

5. Lokasi Kegiatan  

Lokasi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 bertempat di 

Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Jl. Syekh Nawawi Al Bantani KP3B Palima, Curug – Kota 

Serang.  

 

6. Sasaran Kegiatan  

Sasaran kegiatan adalah para aparatur baik fungsional teknis maupun administrasi pada Dinas 

Pariwisata Provinsi Banten.   

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

Rencana dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan 

 
Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi % 

3.26 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 

PARIWISATA 
 

36.835.367.000  
4.624.427.437 12.55 

3.26.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 

19.663.468.000 
3.897.462.437 19.82 

3.26.01.1.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
  

140.200.000 
 
47.444.512 

 
33.84 

3.26.01.1.01.0001 
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

15.200.000 
7.126.200 46.88 

3.26.01.1.01.0002 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA- SKPD 

7.000.000 
0 0 

3.26.01.1.01.0003 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

7.000.000 
 
0 
 

 
0 

3.26.01.1.01.0004 
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  
  

7.000.000 
0 0 

3.26.01.1.01.0005 
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 
DPA- SKPD 

7.000.000 
0 0 

3.26.01.1.01.0006 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

12.000.000 
 
3.318.305 

 
27.65 
 

3.26.01.1.01.0007 
 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
  

15.000.000  

 
1.872.460 

 
12.48 

3.26.01.1.01.0008 
Pelaksanaan Pengumpulan Data 
Statistik Sektoral Daerah 
 

25.000.000 
 
17.141.407 

 
68.57 

3.26.01.1.01.0009 

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang Urusan yang 
Diampu dalam Rangka Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

45.000.000 

 
 
17.986.140 

 
 
39.97 
 

3.26.01.1.02 
Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 
  

15.438.109.000 
 
3.615.152.167 

 
23.42 

3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  14.955.209.000  

 
3.561.883.013 
 

 
23.82 
 

3.26.01.1.02.0002 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

440.900.000 
46.640.000 10.58 

3.26.01.1.02.0003 
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

17.000.000 
 
4.637.148 

 
27.28 

3.26.01.1.02.0004 
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD 

5.000.000 
 
1.190.475 

 
23.81 
 

3.26.01.1.02.0005 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

5.000.000  
 
0 
 

 
0 

3.26.01.1.02.0006 
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

5.000.000 
0 
 

0 

3.26.01.1.02.0007 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 

5.000.000 
 
801.531 
 

 
16.03 
 



Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi % 

3.26.01.1.02.0008 
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

                                 
5.000.000  

 
0 

 
0 

3.26.01.1.03 
Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah  

1.000.000  
 
0 

 
0 

3.26.01.1.03.0006 
Penatausahaan Barang Milik Daerah 
pada SKPD 
  

1.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.01.1.05 
Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah  

22.050.000 
 
0 

 
0 
 

3.26.01.1.05.0009 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

7.500.000 
0 0 

3.26.01.1.05.0010 
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

14.550.000 
0 0 

3.26.01.1.06 
Administrasi Umum Perangkat Daerah 
  

576.905.000 
30.657.000 5.30 

3.26.01.1.06.0001 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

10.000.000  
0 0 

3.26.01.1.06.0002 
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

132.530.000 
7.000.000 5.28 

3.26.01.1.06.0003 
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
  

20.000.000 
1.300.000 6.50 

3.26.01.1.06.0004 
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
 

164.375.000 
16.450.000 10,01 

3.26.01.1.06.0005 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

40.000.000 
0 0 

3.26.01.1.06.0009 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

200.000.000 
5.817.000 2.91 

3.26.01.1.06.0010 
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD 
  

5.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.01.1.06.0011 
Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

5.000.000 
 
0 
 

 
0 
 

3.26.01.1.07 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
  

840.000.000 
 
0 
 

 
0 
 

3.26.01.1.07.0006 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya   

240.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.01.1.07.0009 
Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

600.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.01.1.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah  

1.576.400.000 
204.298.758 
 

12.96 

3.26.01.1.08.0002 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

374.524.720 
75.363.640 20.12 

3.26.01.1.08.0004 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor  

1.201.875.280 
128.935.118 10.73 

3.26.01.1.09 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah  

1.068.804.000 
 
0 

 
0 

3.26.01.1.09.0001 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

241.239.000 

 
0 

 
0 
 

3.26.01.1.09.0002 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

207.389.000 

 
0 
 

 
0 



Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi % 

3.26.01.1.09.0006 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

60.176.000 
0 0 

3.26.01.1.09.0011 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

560.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.02 
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 
DESTINASI PARIWISATA 

11.281.783.000 
 
188.202.500 
 

 
1.67 

3.26.02.1.01 
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 
  

150.000.000 
0 0 

3.26.02.1.01.0001 
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan 
Provinsi 

100.000.000 

 
0 

 
0 

3.26.02.1.01.0006 
Perencanaan Daya Tarik Wisata 
Provinsi 

50.000.000 

 
0 

 
0 

3.26.02.1.02 
Pengelolaan Kawasan Strategis 
Pariwisata Provinsi 

459.500.000 
 
168.262.500 
 

 
36.62 

3.26.02.1.02.0007 
Penerapan Destinasi Pariwisata 
Berkelanjutan dalam Pengelolaan 
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

459.500.000 
 
168.262.500 

 
36.62 

3.26.02.1.03 
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Provinsi   

10.552.283.000 
19.940.000 0.19 

 

3.26.02.1.03.0001 
Penetapan Destinasi Pariwisata 
Provinsi 

100.000.000 
0 0 

3.26.02.1.03.0002 
Perencanaan Destinasi Pariwisata 
Provinsi   

50.000.000 
0 0 

 

3.26.02.1.03.0004 

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana dalam 
Pengelolaan Destinasi Pariwisata 
Provinsi 

8.870.466.000 

 
19.940.000 
 

 
0.22 

3.26.02.1.03.0009 
Penyusunan Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Daerah 
Provinsi 

150.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.02.1.03.0010 
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola 
Destinasi Pariwisata Provinsi 

461.817.000 
0 
 

0 

3.26.02.1.03.0011 
Penguatan Jejaring Tata Kelola 
Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi 

350.000.000 
0 0 

3.26.02.1.03.0012 
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 
Destinasi Pariwisata Provinsi 

570.000.000 
0 0 

3.26.02.1.04 

Penetapan Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

120.000.000 

 
0 
 

 
0 

3.26.02.1.04.0009 

Fasilitasi Pendampingan Penerbitan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Tingkat Risiko Menengah Tinggi) 

60.000.000 

 
0 

 
0 

3.26.02.1.04.0010 
 
Pengelolaan Investasi Pariwisata 
Provinsi  

60.000.000 
 
0 
 

 
0 
 

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 
 
2.132.582.000 

 
538.762.500 

 
25.26 

3.26.03.1.01 
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar 
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan 
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 

2.132.582.000 

 
538.762.500 
 

 
25.26 



Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi % 

3.26.03.1.01.0001 
Penguatan Promosi Melalui Media 
Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya 
Baik Dalam dan Luar Negeri  

386.402.000 
 
650.000 

 
0.17 

3.26.03.1.01.0005 
Monitoring dan Evaluasi 
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
  

350.000.000 
 
120.000.000 

 
34.29 
 

3.26.03.1.01.0006 
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran 
Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri  

1.396.180.000  
418.112.500 29.95 

3.26.04 

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI 
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN 
INTELEKTUAL 

1.990.000.000 

 
 
0 
 

 
 
0 

3.26.04.1.01 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota 
Kreatif 

1.300.000.000 
0 0 

3.26.04.1.01.0004 

Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha 
Kreatif Sepanjang Rantai Produksi 
dengan Menyediakan Akses ke Sumber 
Permodalan atau Pasokan SDM 
Produksi dan Pasar 

100.000.000 

 
 
0 
 

 
 
0 

3.26.04.1.01.0005 
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Peningkatan Usaha Kreatif Terutama 
bagi Usaha Pemula 

100.000.000 
 
0 

 
0 
 

3.26.04.1.01.0006 
Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di 
Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik 

1.100.000.000 
0 0 

3.26.04.1.02  
Pengembangan Ekosistem Ekonomi 
Kreatif  

690.000.000 
0 0 

3.26.04.1.02.0005 Pengembangan Sistem Pemasaran 100.000.000 
0 0 

 

3.26.04.1.02.0012 
Penyusunan Dokumen strategis bidang 
ekonomi kreatif daerah 

80.000.000 
0 0 

3.26.04.1.02.0013 
Fasilitasi Kekayaan Intelektual 
  

350.000.000 
0 0 

3.26.04.1.02.0015 
Penguatan Kelembagaan Ekonomi 
Kreatif Daerah 

80.000.000 
0 0 

3.26.04.1.02.0017 
Penyusunan Rencana Aksi 
Pengembangan Ekonomi Kreatif 
Daerah 

80.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.05 
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 
KREATIF 

1.767.534.000 
 
0 
 

 
0 

3.26.05.1.01 
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 

1.367.534.000 
 
0 
 

 
0 
 

3.26.05.1.01.0004 
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi 
Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 

300.000.000 
 
0 

 
0 

3.26.05.1.01.0014 
Pemberdayaan dan Pembinaan 
Masyarakat untuk Pengembangan 
Pariwisata 

700.000.000 
 
0 
 

 
0 

3.26.05.1.01.0017 
Pengembangan Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Ekonomi Kreatif 

367.534.000 
0 0 

3.26.05.1.02 
Pengembangan Kapasitas Pelaku 
Ekonomi Kreatif 

400.000.000 
0 0 

3.26.05.1.02.0001 
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan 
Pendampingan Ekonomi Kreatif 

100.000.000 
0 0 

3.26.05.1.02.0007 
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi 
Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 

300.000.000 
0 
 

0 

 
JUMLAH RENCANA BELANJA DAN/ATAU PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN PER BULAN 

36.835.367.000 
 
4.624.427.437 

 
12.55 



 

BAB III 

PENUTUP   

 

Berdasarkan evluasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 didapatkan informasi bahwa capaian 

kinerja fisik kegiatan mencapai 13.11% dan 12.55% realisasi keuangan. Demikian Laporan 

Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini dibuat, sebagai bahan pertanggungjawaban atas hasil 

pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  

 

 

 

 

 

Fungsional Perencana 

 

 

 

 

Sumarsono, SE 

NIP. 19721006 200701 1 007  


